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Tesisini membahas kedudukan hukum tindakan pemblokiran terhadap proses pemberesan harta pailit.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan kajian hukum normatif dan tipologi
pendekatan kasus. Hasil penelitian adalah tindakan pemblokiran yang dilakukan negara dalam rangka
pengurusan piutang negara harus tunduk dengan ketentuan perundang-undangan kepailitan yang
berdasarkan pada asas sita umum kepailitan. Namun pada kenyataannya negara tidak tunduk terhadap
ketentuan perundang-undangan kepailitan, sehingga tindakan pemblokiran oleh negaratidak dicabut
meskipun terhadap PT KIA Timor Motors telah dinyatakan pailit. Oleh karenaitu, disarankan untuk
dilakukan revisi atas pengertian piutang negara yang dapat dilakukan pengurusan dalam Peraturan Menteri
Keuangan No. 128/PMK.06/2007, yaitu bahwa piutang negara yang berasal dari perjanjian tidaklah
termasuk dalam piutang negara yang dapat dilakukan pengurusan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.
128/PMK.06/2007.
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Thisthesis discusses the legal status of the act of blocking by state against the bankruptcy assets settlement
process. The study is a descriptive analytical study using normative legal studies and typologies case
approach. The results of the study are the actions undertaken in the framework of the state administration of
the state claims should be subject to the provisions of the bankruptcy law is based on the principle of the
general confiscation bankruptcy. But in fact the state does not comply the provisions of the law of
bankruptcy in Indonesia, so that the act of blocking by the state claims to do the maintenance of the
Regulation of Minister of Finance No. 128/PMK.06/2007, namely that the state claims based on the
agreement is not included in the state's claim which is settled by Minister of Finance Regulation No.
128/PMK.06/2007.
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